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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'I'YAH MEUREUDU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat
pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Gugat yang diajukan secara e-Court oleh:

PENGGUGAT, tempat kediaman di Gampong Meunasah Paru Keude
kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh,
selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat kediaman di Gampong Meunasah Blang Baro, Kecamatan
Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, selanjutnya
disebut Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21
November 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Mahkamah
Syar'iyah Meureudu dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Mrd
tanggal 21 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Baru, sebagaimana
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0166/002/V111/2022, tertanggal
03 Agustus 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orangtua Penggugat selama 9 bulan di Gampong Meunasah Paru Keude
Kecamatan Bandar Baru dan belum dikaruniai anak.
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Bahwa sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Adanya campur tangan pihak ketiga dari keluarga Tergugat dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei
2023Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai
dengan saat ini;

- Bahwa Tergugat sudah melafadzkan talak dibawah tangan kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 1 tahun 6 bulan tidak serumah lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak
berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena
Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan
kehidupan rumah tangga

4, Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk
mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada
Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu kiranya berkenan menerima
dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (M. Jeki bin M. Hasan) terhadap
Penggugat (Hayatun Rahmi binti Anwar);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah

dipanggil pada alamat domisili elektronik Penggugat melalui akun e-Court
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Penggugat, dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal Tergugat oleh
Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan panggilan Surat
Tercatat melalui PT. POS Indonesia, panggilan tersebut dilakukan secara resmi
dan patut, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah
ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (in person)
sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang
lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan karena
berdasarkan berita acara panggilan, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat
sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati
Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat dan
menyelesaikan masalah ini dengan jalan musyawarah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan
mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang
perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang — Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar’iyah Berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
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Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan
Melalui Surat Tercatat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut
dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang
menghadap sendiri ke persidangan (in person), sedangkan Tergugat tidak hadir
di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya untuk hadir di persidangan karena berdasarkan berita acara
panggilan ternyata Tergugat tidak dikenal dialamat sebagaimana dalam surat
gugatan Penggugat, sehingga panggilan terhadap Tergugat tidak patut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya dengan alasan akan menyelesaikan masalah rumah tangganya
dengan jalan musyawarah, oleh karenanya Hakim perlu mempertimbangkan
permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Tergugat belum dipanggil secara patut, untuk itu maksud Penggugat untuk
mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENGADILI
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B4

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Mrd putus karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah
Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh
Agus Sanwani Arif, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 280/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 6
Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal, penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Nurlaili, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Agus Sanwani Arif, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran 30.000,00
Biaya ATK 100.000,00
Biaya Panggilan 17.000,00
PNBP Relaas Panggilan 20.000,00
Biaya Redaksi 10.000,00
Biaya Meterai 10.000,00

Jumlah 187.000,00

seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah
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